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RINGKASAN

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD, dan DPRD yang merupakan proses pergantian Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota di
dasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Tahapan yang sangat krusial dari seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu
yakni Pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara yang telah
diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun Tahun 2013
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan suara
selanjutnya disingkat (TPS) dalam Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Namun Tahapan Pemungutan dan
penghitungan suara tidak lepas dari pelanggaran dan kecurangan yang oleh
penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun warga negara indonesia yang
memiliki hak pilih. dalam tahapan penting ini potensi pelanggaran hukum
memang memungkinkan terjadi yakni pada pelaksanaan pemungutan dan
Penghitungan suara dan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat

desa.



Penegakan Hukum atas terjadinya Pelanggaran Pemilu wajib
ditindaklanjuti baik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu
maupun Warga Negara yang memiliki hak pilih kepada instansi yang berwenang,
tindaklanjut atas terjadinya pelanggaran disetiap tahapan pemilu Anggota DPD,
DPD dan DPRD adalah kewenangan Pengawas Pemilu sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 dan peraturan tehnis diatur dengan
peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Dan
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga
Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dapat diselenggarakan
secara efektif dan efisien berdasarkan asas pemilu “Langsung, Umum, Bebas,
Rahasia, Jujur, adil dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan kepada publik

Pelanggaran Pemilu yang terjadi di TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 Dusun
Panyepen Desa Poto’an Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan pada
pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD
dan DPRD tanggal 9 April 2014 lalu adalah merupakan pelanggaran terhadap tata
cara pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan Peraturan
KPU Nomor 26 Tahun 2013 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan KPU
Nomor 5 Tahun 2014.

Terhadap pelanggaran tersebut oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur
direkomendasikan sebagai pelanggaran tata cara yang tidak sesuai dengan
peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 yang telah diubah dengan Peraturan KPU
Nomor 5 Tahun 2014 dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor

208/BAWASLU-PROV/ITM/IV/2014 tanggal 24 April 2014 untuk dilaksanakan



Pemungutan suara ulang di TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 khusus Pemilu anggota

DPRD Kabupaten Pamekasan.



ABSTRACT

The most crucial stages are voting and vote counting which converts voice
of the people, the fraud must be construed as a crime that deserves sanctions,
Bawaslu given the authority to supervise the elections to ensure the electoral
process runs by legislation and. Bawaslu in performing their duties, be given the
authority to enforce the election law and the follow-up to election violations,
administrative, ethical codes Election, Electoral Code and the resolution of
election disputes. Menengai election violations must be prevented money politics,
campaign finance violations, the involvement of bureaucrats, and other issues of
the election. Election supervisors can not work alone, then the electoral law
enforcement should be supported also by the police, the prosecutor, the
Indonesian  Financial  Transaction Reports and  Analysis  Center
(INTRAC/PPATK), and the Commission itself and the wider community as the
backbone of participation in monitoring elections.

Keywords: Election of representatives, VVoters, Law enforcement.
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1.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian Penanganan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan
dan penghitungan suara pada penyelenggaraan pemilihan umum Anggota
DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diurai pada bab sebelumnya dapat

disimpulkan sebagai berikut;

Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
PPL dan PPLN yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, maka Bawaslu Provinsi Jawa
Timur dalam menangani laporan dugaan pelanggaran pemilu khususnya yang
terjadi di TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 Desa Poto’an laok Kecamatan Palengaan
Kabupaten Pamekasan berdasarkan fakta bahwa perolehan suara tidak
mengarah kepada satu calon saja setelah dilakukan penghitungan suara ulang
namun dokumen Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota tercatat
perolehan suara hanya mengarah pada salah calon tetapi perolehan suara
sesuai dengan fisik surat suara terdapat perolehan calon lain dari partai lain,
maka seharusnya tidaklah cukup hanya melakukan kajian pelanggaran
prosedur dan tata cara sebagaimana yang telah diatur dalam PKPU Nomor 26
Tahun 2013 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014,
tetapi harus juga melihat pelanggaran pemilu yang lain, jika terdapat

pelanggaran pemilu yang lain maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur harus



melihat pelanggaran pemilu tersebut sebagai suatu kejahatan sehingga harus
ditindaklanjuti pelanggaran yang lain itu kepada instansi yang berwenang,
jika dalam kajiannya terdapat pidana pemilu maka harus ditindaklanjuti pada
pihak Kepolisian Republik Indonesia dan jika dalam kajian Bawaslu Provinsi
terdapat pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu maka harus diteruskan
pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sehingga pelaku pelanggaran
diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran pemilu oleh penyelenggara pemilu tersebut faktanya
telah terjadi pelanggaran pemilu sehingga harus dilakukan pemungutan dan
penghitungan suara ulang yang dapat mengembalikan dan memulihkan hak —
hak peserta pemilu dan hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam
pemerintahan melalui proses kompetisi yang sehat dalam penyelenggaraan
pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Namun pelaksanaan
pemungutan dan penghitungan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal
27 April 2014 fakta itu berubah drastis yakni calon tertentu unggul
memperoleh suara mayoritas sebagaimana diurai pada bab sebelumnya.

Pelanggaran pemilu yang terjadi di sebagaimana diurai diatas
disebabkan antara lain;

1. Integritas Petugas Penyelenggara di TPS sangat jauh dari ideal yang
diinginkan karena Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota menganut sistem proporsional terbuka
sehingga membuka peluang terjadinya pertarungan bebas, maka harus

ada Pembenahan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yakni KPU



Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS yang harus dilakukan dengan
mandiri dan bebas dari intervensi pihak manapun.

Kelemahan Undang-Undang yang sangat memberikan kesempatan
terjadinya pelanggaran Pemilu yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilu tidak mengamanatkan Pengawas Pemilu ada
disetiap TPS, namun dibatasi maksimal 5 (lima) di tiap Desa padahal jumlah
TPS di desa ada yang sampai 27 TPS bahkan ada yang lebih yang
memungkinkan Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan tidak bisa
menjangkau pelaksanaan Penghitungan suara pada waktunya bersamaan.
Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggara Pemilu Jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan disetiap
Desa atau nama lain/Kelurahan paling sedikit 1 (satu) orang dan paling
banyak 5 lima) orang yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran
TPS,

Saran

Setelah menyimpulkan jawaban permasalahan, berikut diberikan
saran berkait dengan penanganan pelanggaran dalam pelaksanaan
pemungutan dan penghitungan suara sebagai berikut;

a. Dalam menangani pelanggaran pemilu agar dilakukan kajian lanjutan
dimungkinkan terdapat pelanggaran yang lain, jika dalam kajian Bawaslu
Provinsi terdapat pelanggaran pemilu yang lain segera direkomendasikan
kepada instansi yang memiliki kewenangan untuk tegaknya hukum

mengenai pemilu sehingga menimbulkan efek jera.
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b.

Persoalan Penggelembungan atau pergeseran perolehan suara dalam
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD maka penting
pemungutan suara dengan menggunakan sidik jari yang langsung
dikonversi pada perangkat komputer sebagai dalam mewujudkan
Penyelenggaraan Pemilu yang Dberintegritas dan berkualitas untuk
Penyelenggaraan Pemilu yang akan datang guna mengakomudasi Pemilih
buta huruf, mengurai kecurangan yang selama ini terjadi sehingga
menciptakan kondisi yang lebih tenang, sejuk dan Hasil Penyelenggaraan
Pemilu dapat memuaskan Peserta Pemilu dan seluruh Masyarakat
Indonesia.

Harus dilakukan revisi terbatas terhadap pasal 72 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu agar
memungkinkan pengawas Pemilu Lapangan berada disetiap Tempat

Pemungutan Suara.
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